[ SALINAN ]

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

Menimbang

KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan Pasal
21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 telah ditetapkan
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan;

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Bulungan perlu diubah untuk

memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat agar lebih



Mengingat

1.

independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Inspektorat Kabupaten Bulungan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021
Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 46);

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 35 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan
(Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor
35);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN
BULUNGAN.

Pasal I
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten

Bulungan Tahun 2016 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 ditambah huruf g, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

a. Inspektorat;

b. Sekretariat membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Evalusi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan
Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan
Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Inspektur Pembantu Wilayah 111,
membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

f.  Inspektur Pembantu Wilayah IV,
membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional,;
dan

g. Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan
Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan

Fungsional.



2. Diantara huruf d dan huruf e, ayat (2) Pasal 4 disisipkan

2 (dua) huruf yakni, huruf dl1 dan huruf d2, yang

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Inspektorat

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang
pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

d1l. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak
pidana korupsi;

d2. pengawasan pelaksanaan program reformasi
birokrasi;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal

yakni, Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 10A
Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan,
menyusun dan mengkoordinasikan, pembinaan
serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan

terhadap pelaksanaan investigasi dan pengaduan



Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Inspektur Pembantu Investigasi dan

Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan rencana Kkerja Investigasi dan
Pengaduan Masyarakat;

perencanaan program penanganan khusus;
pengoordinasian  pelaksanaan penanganan
kasus dan pengaduan masyarakat;

penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
penanganan kasus dan pengaduan
masyarakat;

penyusunan pedoman dan pemberian
bimbingan teknis investigasi dan pencegahan
korupsi, kolusi, dan nepotisme;

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian kebenaran laporan pengaduan;
pelaksanaan audit atas penyesuaian harga,
audit klaim dan audit merugikan keuangan
negara, audit penghitungan kerugian keuangan
negara dan pemberian keterangan ahli pada
instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan
lain serta upaya pencegahan korupsi;
pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi
administrasi kepada Kepala Daerah dan DPRD;
pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan
hasil pengawasan bidang penugasan
investigasi;

pelaksanaan dan pembinaan penegakan
integritas di lingkungan pemerintah daerah;
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut
hasil pengawasan;

pengawasan pelaksanaan Reformasi birokrasi;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 10 November 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Bagign Hukum,

HAMRAN, SH

Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG
PERATURAN BUPATI

PERUBAHAN

ATAS

NOMOR 35

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI,
FUNGSI

SERTA TATA

TUGAS DAN

KERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT

INSPEKTORAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN| | EVALUASI DAN UMUM DAN
DAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU|
PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU INVESTIGASI DAN
WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III WILAYAH IV PENGADUAN
MASYARAKAT
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Bagi

Hukum,
HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI




